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ABSTRAK 

RIZKAL NUR (B011191198) dengan judul “Model Penegakan Hukum 
Berbasis Kombinasi Pengetahuan Lokal dan Hukum Formal Sebagai 
Solusi Penyelamatan Kerusakan Terumbu Karang di Kepulauan 
Spermonde” di bawah bimbingan Andi Kurniawati selaku Dosen 
Pembimbing. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan lokal 
masyarakat di Kepulauan Spermonde terkait penyelamatan terumbu 
karang dan mendeskripsikan model penegakan hukum berbasis 
kombinasi pengetahuan lokal dan hukum formal sebagai solusi 
penyelamatan kerusakan terumbu karang. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang disusun  
dengan menggunakan metode pelaksaanan mengumpulkan literatur dari 
beberapa sumber data yang relevan, menganalisis literatur yang telah 
dikumpulkan, dan menarik kesimpulan.  
 
Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu terumbu karang yang ada di 
Kepulauan Spermonde berada dalam ancaman yang nyata. Segala 
macam upaya penyelamatan terumbu karang telah dilakukan berdasarkan 
ilmu kelautan, dan penerapan hukum formal yang telah ada terbukti belum 
efektif dalam menyelamatkan terumbu karang Kepulauan Spermonde. Hal 
ini dibuktikan dengan munculnya beberapa kasus  pengrusakan yang 
parah dari tahun ketahun, sementara itu ditemukan Pengetahuan lokal 
yang juga bisa menjadi instrumen fungsional dalam melestarikan laut, 
sehingga model penegakan hukum berbasis kombinasi pengetahuan lokal 
dan hukum formal yang efektif dapat menjadi solusi penyelamatan 
kerusakan terumbu karang di Kepulauan Spermonde. Solusi ini dapat 
diwujudkan dan berdampak baik bagi keberlanjutan ekosistem karang 
sesuai SDG’S poin ke 14. 
 
Kata Kunci: Hukum Formal, Kepulauan Spermonde, Penegakan Hukum, 
Pengetahuan Lokal, Terumbu Karang  
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ABSTRACT 
 
RIZKAL NUR (B011191198) with the title “Law Enforcement Model 
Based on Local Knowledge and Formal Law in Saving Coral Reef 
Destruction in Spermonde Islands” is under supervisor by Andi 
Kurniawati. 

 
This research aims to analyze the level of local knowledge of the 
community in the Spermonde Islands regarding saving coral reefs and 
describe a law enforcement model based on a combination of local 
knowledge and formal law as a solution to saving coral reef damage. 
 
This research is normative-empirical legal research which was prepared 
using the implementation method of collecting literature from several 
relevant data sources, analyzing the literature that has been collected, 
followed with conclusion making. 
 
The results of this research is the coral reefs in the Spermonde Islands are 
under real threat. All kinds of efforts to save coral reefs have been carried 
out based on marine science, and the application of existing formal laws 
has proven to be ineffective in saving the coral reefs of the Spermonde 
Islands. This is proven by the emergence of several cases of serious 
destruction every year, meanwhile it is found that local knowledge can also 
be a functional instrument in preserving the sea, so that a law enforcement 
model based on a combination of local knowledge and effective formal law 
can be a solution to save damage to coral reefs in Spermonde Islands. 
This solution can be realized and has a good impact on the sustainability 
of coral ecosystems according to SDG'S point 14. 
 
Keywords: Coral Reefs, Formal Law, Law Enforcement, Law Enforcement, 
Local Knowledge, Spermonde Archipelago  
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RINGKASAN 

 

Judul proposal PKM pendanaan tahun 2020 “Model penegakan 

hukum berbasis kombinasi pengetahuan lokal dan hukum formal sebagai 

solusi penyelamatan kerusakan terumbu karang di Kepulauan 

Spermonde”. Pandemi Covid-19 yang mewabah secara global memberi 

pengaruh besar terhadap segala aspek kehidupan manusia. Oleh karena 

itu, beberapa kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan secara luring 

terpaksa dilaksanakan secara daring. Salah satunya adalah pelaksanaan 

PKM 2020. Transformasi dari luring ke daring sangat signifikan mulai dari 

waktu pelaksanaan, metode pelaksanaan dan produk yang dihasilkan 

harus dikerjakan secara digital daring. Sesuai dengan topik yang diangkat 

mengenai penyelamatan kerusakan terumbu karang di Kepulauan 

Spermonde, maka yang menjadi tujuan awalnya adalah untuk 

melaksanakan penelitian dengan pengambilan data secara langsung 

untuk menjawab permasalahan utama di Kepulauan Spermonde. 

Permasalahan utamanya yaitu kerusakan ekosistem terumbu karang yang 

semakin parah. Namun, masa pandemi covid-19 mengubah kegiatan 

penelitian tersebut cukup dengan melakukan literatur review untuk 

membahas solusi penyelamatan terumbu karang di Kepulauan 

Spermonde. Solusi penyelamatan tersebut yakni penegakan hukum 

berbasis kombinasi pengetahuan lokal dan hukum formal di Kepulauan 

Spermonde. Upaya ini bertujuan untuk mengatur segala bentuk aktivitas 

yang mengarah pada kerusakan terumbu karang. Target luaran dalam 

pelaksanaan PKM ini adalah Narrative review, Laporan Kemajuan, dan 

Laporan akhir. Adapun metode yang digunakan ialah pengumpulan 

literatur, menganalisis literatur, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil 

yang dicapai yaitu melihat kondisi karang Kepulauan Spermonde dengan 

metode reef check, mengetahui pengetahuan lokal pelestarian laut yang 

berkaitan dengan Kepulauan Spermonde, hukum formal pengelolaan 

terumbu karang, dan bentuk penegakan hukum berbasis pengetahuan 

lokal dan formal sebagai solusi penyelamatan terumbu karang di 

Kepulauan Spermonde.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Lingkungan akuatik merupakan lingkungan terluas di 

planet bumi, terutama ekosistem lautan. Ekosistem air laut 

merupakan objek kajian yang telah banyak memberikan 

kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan, utamanya 

organisme laut. Beragamnya organisme laut dan luasnya 

cakupan ekosistem lautan merupakan faktor yang 

menyebabkan timbulnya banyak hal yang bisa dijadikan 

sebagai objek penelitian, misalnya Ekosistem terumbu karang 

yang menjadi sumber kehidupan bagi beraneka ragam biota 

laut. Ekosistem terumbu karang di Indonesia memiliki kurang 

lebih 590 jenis karang yang termasuk dalam 80 marga 

(Suharsono, 2008). 2200 jenis ikan karang yang 197 spesies 

dinyatakan endemik (Burke et al., 2012). 

Salah satu Kepulauan dari sekian banyak Kepulauan di 

Indonesia yang memiliki banyak terumbu karang adalah 

Kepulauan Spermonde di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Kepulauan Spermonde memiliki tingkat keanekaragaman 

terumbu karang yang cukup tinggi, kepulauan ini memiliki 78 

genera dan sub genera, dengan total spesies 262, dimana 

sekitar 80-87% terdapat di daerah terumbu terluar (Jompa, 

2010). Namun dalam kurun waktu 12 tahun terakhir terjadi 

penurunan tingkat penutupan karang hidup dan keragaman 

jenis sebanyak 20% (Nurdin.N Dkk., 2013). Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh 

Ilham, Magdalena Litaay, Dody Priosambodo, dan Willem 

Moka tahun 2017 yakni Penutupan Karang di Pulau 

Baranglompo dan Pulau Bone Batang Berdasarkan Metode 

Reef Check. Penelitian ini bertujuan untuk mendata kondisi 

kerusakan terumbu karang Spermonde, dengan 

menggunakan metode sederhana dalam memonitoring 

terumbu karang yakni Reef Check metode. Metode ini 

dilakukan tanpa harus mengidentifikasi jenis karang yang akan 

didata. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terumbu 

karang mengalami ancaman oleh kegiatan manusia yang 

merusak. Kerusakan terumbu karang Kepulauan Spermonde 
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yang paling parah hingga saat ini ada di Pulau Baranglompo, 

dengan tutupan karang hidup Pulau tersebut tercatat 40% 

kategori buruk (MSDC, 2018:12). 

Tidak hanya itu, menurut hasil penelitian Pusat 

Pengembangan Oseanologi (P2O) LIPI, lebih dari setengah 

terumbu karang di Indonesia dalam kondisi rusak. Sementara 

di Kepulauan Spermonde, kondisi tutupan karang hidup jika 

dirataratakan sekitar 36% (COREMAP, 2010). Secara umum, 

saat ini terumbu karang yang ada di Kepulauan Spermonde 

memang menghadapi sejumlah ancaman serius, diantaranya 

polusi dari daratan, dampak pemancingan, perubahan iklim, 

dan penipisan terumbu, serta seluruh kegiatan masyarakat 

setempat yang berkaitan dengan laut yang sangat tidak ramah 

lingkungan, contohnya dalam hal menangkap ikan di laut. 

Sementara itu, ada peraturan jelas mengenai penangkapan 

ikan yakni Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 

tentang Perikanan menyebutkan bahwa setiap orang dilarang 

memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan 

alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan 

yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya 

ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan 

perikanan Republik Indonesia. Namun, peraturan ini secara 

jelas tidak diindahkan oleh masyarakat, hal ini ditunjukkan 

dengan jumlah nelayan yang ditangkap karena melakukan 

penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan aturan terus 

meningkat. Berdasarkan penyampaian Polisi Air setempat 

bahwa terdapat 70% nelayan yang ditangkap setiap tahunnya 

dengan kasus yang sama yaitu mengeksploitasi laut dengan 

kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan kerusakan terumbu 

karang di Kepulauan Spermonde. 

Padahal Kepulauan Spermonde sejak beberapa tahun 

yang lalu telah menjadi pusat pariwisata pantai yang indah di 

Sulawesi Selatan. Masyarakat menjaga dan melestarikan 

ekosistem laut dengan pengetahuan lokal yang dimiliki yakni 

sarat dengan pola-pola yang diturunkan dari generasi ke 

generasi, bertahannya sistem pengetahuan lokal disebabkan 

oleh kuatnya kepercayaan nelayan setempat yang 

memandang nilai keseimbangan fundamental dalam 
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interaksi manusia dan alam (Lampe Munsi, 2009). Sistem 

kepercayaan didasarkan atas beberapa karakter penggunaan 

sumberdaya, serta pengetahuan lokal terkait sosial budaya 

masyarakat bahwa mereka tidak hanya berlayar dan 

menangkap ikan, melainkan ada budaya yang terkandung 

dalam kehidupannya seperti ritual khusus sebelum melaut 

dan yang lainnya. Oleh karena itu masyarakat maritim 

Kepulauan Spermonde harusmampu menjaga pengetahuan 

lokal tersebut guna menyelamatkan kerusakan terumbu 

karang yang dikhawatirkan akan semakin parah dimasa yang 

akan datang. Saat ini diperlukan upaya untuk meminimalisir 

kerusakan tersebut dari pemanfaatan yang tidak ramah 

lingkungan ke pemanfaatan yang menganut kaidahkaidah 

pelestarian dengan melihat kembali pengetahuan lokal 

budaya maritim masyarakat Spermonde yang mendukung 

berlakunya hukum formal, sehingga sumberdaya terumbu 

karang tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, 

serta mewujudkan program Sustainable Development Goals 

tahun 2030 utamanya poin ke-14 tentang Menjaga Ekosistem 

Laut yaitu melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut 

serta kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan 

yang berkelanjutan. 

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka kami 

mengajukan proposal penelitian melalui Program Kreatifitas 

Mahasiswa Bidang Penelitian Sosial Humaniora dengan judul 

“Model Penegakan Hukum Berbasis Kombinasi Pengetahuan 

Lokal dan Hukum Formal Sebagai Solusi Penyelamatan 

Kerusakan Terumbu Karang Di Kepulauan Spermonde“ Hasil 

dari penelitian diharapkan menjadi sumber informasi bagi 

pemerintah daerah dan masyarakat mengenai pentingnya 

penyelamatan terumbu karang di Kepulauan Spermonde. 

B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana tingkat pengetahuan lokal masyarakat terkait 

pelestarian dan penyelamatan kerusakan terumbu karang di 

Kepulauan Spermonde? 

2. Bagaimana model penegakan hukum berbasis kombinasi 

pengetahuan lokal dan hukum formal sebagai solusi 

penyelamatan kerusakan terumbu karang di Kepulauan 

Spermonde? 
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C. Tujuan Khusus Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis tingkat pengetahuan lokal masyarakat di 

Kepualauan Spermonde terkait penyelamatan terumbu 

karang 

2. Menendeskripsikan model penegakan hukum berbasis 

kombinasi pengetahuan lokal dan hukum formal sebagai 

solusi penyelamatan kerusakan terumbu karang di 

Kepulauan Spermonde 

D. Kontribusi Terhadap Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini berkontribusi sebagai sumber referensi 

terbarukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial 

humaniora khususnya di bidang hukum yang berkaitan 

dengan penegakan hukum berbasis kombinasi pengetahuan 

lokal dan hukum formal sebagai solusi untuk penyelamatan 

kerusakan terumbu karang di Kepulauan Spermonde. 

E. Keutamaan Penelitian 

Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka 

penyelamatan terumbu karang di Kepulauan Spermonde serta 

memberikan sumbangsih pemikiran tentang pentingnya 

pelestarian terumbu karang melalui upaya penegakan hukum 

berbasis kombinasi pengetahuan lokal dan hukum formal, 

terhadap aktivitas-aktivitas masyarakat dalam kesehariannya 

yang tidak ramah lingkungan khususnya berkaitan dengan 

ekosistem laut. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai 
berikut: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu 

memperkaya kajian tentang upaya pelestarian dan 

penyelamatan kerusakan terumbu karang melalui 

penegakan hukum berbasis kombinasi pengetahuan lokal 

dan hukum formal.  

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu 

mengetahui upaya yang akan dilaksanakan pemerintah 

dan masyarakat dalam menyelamatkan terumbu karang di 

Kepulauan Spermonde melalui penegakan hukum 

berbasis kombinasi pengetahuan lokal       dan hukum formal.



5 

 

100 

50 
Barang Lompo 

Barang Caddi 

Samalona 
0 

200920102012201320142015201620172018 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.      Kondisi Kerusakan Terumbu Karang 

Kerusakan terumbu karang karena aktivitas manusia selalu berkaitan 

dengan penggunan alat tangkap dan cara penangkapan ikan yang merusak 

ekosistem, contohnya penggunaan bom, racun, ataupun pukat 

harimau.Meningkatnya kerusakan terumbu karang akan berdampak buruk 

terhadap kesejahteraan penduduk yang tinggal diwilayah pesisir dan pulau 

kecil yang umumnya bergantung pada pemanfaatan sumber daya laut 

(widyatun, 2011). Adapun presentasi terumbu karang hidup berdasarkan 

kegiatan pemantauan kerusakan terumbu karang yang dilakukan oleh MSDC 

(Marine Science Diving Club) Universitas Hasanuddin selama 9 tahun 

terakhir dapat dilihat pada 

grafik berikut ini: 

Tahun Pengamatan 
Gambar: Monitoring reef check tahun 2018 
Sumber: MSDC (Marine Science Diving Club) Universitas Hasanuddin 

Tutupan karang hidup di pulau Barrang Lompo tercatat 40% (kategori 

sedang) dan pulau Barrang Caddi sebesar 38% (kategori sedang) dan pulau 

Samalona 30% (kategori buruk), Oleh karena itu, terumbu karang yang ada 

di Kepulauan Spermonde termasuk dalam kategori menghawatirkan. 

B. Pengetahuan Lokal Masyarakat Di Kepulauan Spermonde 

Pengetahuan lokal masyarakat nelayan dipahami sebagai 

Pengetahuan budaya (cultural knowledge). Sebelum menelisik lebih jauh 

mengenai Pengetahuan lokal masyarakat Kepulauan Spermonde dalam 

praktik konservasi dan pemanfaatan sumberdaya laut, terdapat beberapa 

Pengetahuan lokal pelestarian laut. Diantaranya terdapat di Wabula. Pada 

daerah tersebut terdapat suatu sistem adat yang relevan yakni kaombo. 

Kaombo adalah kawasan laut yang dalam waktu tertentu atau selamanya 

berlaku larangan mengeksploitasi jenis biota tertentu atau keseluruhan jenis 

biota yang terdapat dalam kawasan. Pola pemanfaatan ini dimaksudkan 

untuk menghindarkan laut sebagai wilayah open acces (Mustari et al. 2019). 

Seperti yang ada di Webula, gugusan pulau di Kepulauan Spermonde yang 

ada di Makassar juga memiliki Pengetahuan lokal dalam melestarikan laut, 
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salah satunya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurlia Ali dkk di 

Bonetambu. Bonetambu mempunyai Pengetahuan lokal dalam 

mempertahankan nilai-nilai tradisonal berkaitan dengan pelestarian pulau 

dan laut sebagai berikut: 

  
Tujuan Kegiatan No     Nilai Pengetahuan lokal yang berlaku    

Pelestarian Laut 

1 Penentuan waktu, cuaca dan musim dalam 

melakukan penangkapan ikan    

2 Mempertahankan penggunaan alat tangkap ramah 

lingkungan dalam menangkap ikan.    

3 Mempertahankan kelestarian terumbu karang    

4 Ritual penggunaan perahu dan alat tangkap baru    

5 Mempertahankan tradisi melaut    

6 Menganggap laut sebagai ciptaan Tuhan yang 

harus dipelihara oleh setiap nelayan.    

Tabel: Pengetahuan lokal terkait pelestarian laut di bonetambu 

Sumber: hasil pengolahan data (nurlia ali, et al, 2019) 

Sebagaimana yang diketahui, Bonetambu merupakan salah satu 

pulau kecil di Kepulauan Spermonde. Oleh karena itu, jika kita menelusuri 

lebih dalam mengenai Pengetahuan lokal yang terdapat di Kepulauan 

Spermonde dapat dilihat berdasarkan letak gugusan pulaunya, maka yang 

paling sejalan dan sesuai yaitu Pengetahuan lokal yang ada di Bonetambu, 

Pengetahuan lokal dalam melestarikan laut yang ada dibonetambu dapat 

mewakili Pengetahuan lokal yang ada di Kepulauan Spermonde secara 

geografis. 

C. Hukum Formal Terkait Perlindungan Terumbu Karang 

Pelaku pengrusakan terumbu karang, harus ada unsur kesalahan 

yang sifatnya melawan hukum. Berdasarkan hukum formal yang berlaku, 

pelaku dapat dijatuhi pidana pasal 98 ayat (1), Undang-undang No 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu 

terdapat pula Undang-undang No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta penerapan ketentuan pidana 

terhadap pelaku destructive kejahatan ekosistem terumbu karang yang tepat 

dan pasal 73 ayat (1) huruf a (Fadilah, 2019). Di Sulawesi Selatan, upaya 

pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan lautan telah dikeluarkan 

kebijakan berupa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 7 tahun 

1987 tentang Larangan Terhadap Pengusahaan dan Perusakan Batu Karang 

di sepanjang perairan pantai Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli Aspan, terkait perlindungan 

hukum terhadap terumbu karang di taman nasional Taka Bonerate pada 

tahun 2015. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan 
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pendekatan perundang-undangan, ada beberapa yang mengatur tentang 

terumbu karang yang ada di Sulawesi Selatan dan termasuk berlaku untuk 

Kepulauan Spermonde seperti UU No 1 tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU 45 tahun 2009 tentang Perikanan, dan UU 

No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Zulkifli Aspan, 2015). 

Berbicara hukum formal yang mengatur tentang pengrusakan karang 

sudah banyak dibuat. Namun faktanya, aturan tersebut tidak memberikan 

dampak yang signifikan terhadap kelestarian sumberdaya terumbu karang, 

Hal tersebut didukung dengan beberapa contoh kasus pengeboman ikan 

yang merusak karang berdasarkan penelitian DFW (Destructive Fishing 

Watch) tahun 2003. Berdasarkan penelitian tersebut, pada tahun 2001 di 

pulau Papandangan 3 orang meninggal akibat bom, dan tahun 2020, 5 

nelayan Makassar merusak terumbu karang di pangkep. 

D. Model Penegakan Hukum Berbasis Pengetahuan Lokal Dan 
Hukum Formal Untuk Penyelamatan Terumbu Karang Kepulauan 
Spermonde 
Ketika berbicara hukum dan Pengetahuan lokal keduanya memiliki 

hubungan yang erat. hukum dianggap sebagai ekspresi dari suatu 

Pengetahuan lokal, artinya tertib hukum harus dipelajari dan dipahami secara 

fungsional dari Pengetahuan lokal. Berbicara mengenai penegakan hukum 

maka secara keseluruhan membahas proses pemungsian norma-norma 

hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan hukum dalam 

kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Contoh salah satu model 

penegakan hukum yang berbasis Pengetahuan lokal dan hukum formal 

dilakukan oleh Ahmad Ulil Aedi tahun 2019, tentang penyelesaian tindak 

pidana ringan melalui Pengetahuan lokal dalam pembangunan sistem hukum 

nasional. 

Berdasarkan penelitian dari Ahmad Ulil Aedi dapat direkonstruksi 

Model penegakan hukum berbasis kombinasi Pengetahuan lokal dan hukum 

formal terhadap penyelamatan kerusakan terumbu karang di kepulauan 

spermonde dapat dimulai dari pemetaan perbuatan yang tergolong 

pengrusakan terumbu karang, kemudian bentuk kualifikasi perbuatan dan 

ukuran sistem penyelesaian masalah hingga dibutuhkan model penyadaran 

yang efektif yang mampu menyentuh pemerintah dan masyarakat agar 

mematuhi hukum formal dan tetap mempertahankan Pengetahuan lokal. Jika 

model penegakan hukum dibuat maka kurang lebih akan sama dengan 

bentuk penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ulil Aedi mulai dari segi proses 

dan tujuannya, yang menjadi pembeda itu ada pada topiknya yaitu 

penegakan hukum yang ada di Kepulauan Spermonde bertumpu pada 

pelestarian terumbu karang. Model penehgakan hukum berbasis kombinasi 

Pengetahuan lokal dan hukum formal di Kepulauan Spermonde bertujuan 
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untuk menekan pelaku tindak pengrusakan terumbu karang di Kepulauan 

Spermonde dan menekankan pada mengkonservasi dan memaanfaatkan 

secara berkelanjutan sumber daya laut (SDGs poin ke-14). 


